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MOTTO 

 

“ Jangan pernah menyerah Ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu sebelum 

engkau mendapatkan nya ” 

 

Skripsi ini dipersembahkan kepada; 

❖ Allah Swt 

❖ Kedua orang tua 

❖ Seluruh keluarga 

❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan 

❖ Almamater Fakultas Hukum Unsri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945 telah menyatakan 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats). Maknanya, seluruh 

tindakan yang dilaksanakan semua WNI, tanpa terkecuali harus mempertanggung 

jawabkan perbuatan di depan hukum.1 

Sebagai negara hukum, di negara Indonesia semua tindak tindak pidana 

tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang termasuk unsur 

kesalahan subjektif. Hal ini karena pertanggungjawaban pidana terkait dengan 

pelaku kejahatan, yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas pelanggarannya di depan hukum. Jika seseorang 

melakukan perbuatan melawan hukum, ia belum dipidana bila komponen 

kekeliruannya tidak dibuktikan. Maknanya, pelaku tidak bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana.2  

Prasyarat pertanggungjawaban pidana adalah bahwa terpidana dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia disebut bertanggung jawab karena 

seseorang dapat memperhitungkan dengan pemikiran ataupun perasaan kalau aksi 

yang sudah dikerjakannya dilarang ataupun tidak dikehendaki oleh undang-

 
1Elfa Murdiana,"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam Junal Al-Mawarid, 

Volume. XII, Nomor. 1, Februari-Agustus, Tahun 2012, hlm.1. 
2Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban PidanaDalam 

Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". Dalam Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor. 1 

Juni, Tahun 2013, hlm. 40-42. 
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undang. Sebab pada prinsipnya individu sebagai tersangka diasumsikan ada 

tanggung jawabnya, kecuali diungkapkan lain bahwa orang tersebut tidak bisa 

mengemban tanggung jawabnya.3  

Menurut Chairul Huda “pertanggungjawaban pidana adalah 

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.4 Dengan 

kata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kejahatan yang 

dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak 

pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari delik. 

Individu yang tidak melakukan kejahatan tidak bisa dimintakan bentuk tanggung 

jawab atas kejahatannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 

mekanisme pidana yang digunakan untuk menanggapi pelanggaran terhadap suatu 

perjanjian untuk menolak suatu tindakan tertentu.5 

Menurut pandangan Murdiana6 pada Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) tidak dengan cara eksplisit menyebutkan tidak mampu 

bertanggung jawab. Yang dijelaskan hanya kepada pembuatnya, apa 

penyebabnya, sehingga tindakan yang diambil tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Penyebabnya berkaitan terhadap kondisi pribadinya sang 

pembuat yang sifatnya biologis yakni mental yang terganggu mental atau jiwanya 

disebabkan penyakit. Dalam hal ini si pembuat tidak dapat menentukan 

 
3Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Diktat Kumpulan Kuliah, Balai Mahasiswa, 

Jakarta, tth, hlm, 243-244. 
4Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2011, hlm.70. 
5Candra, op.cit.,hlm. 42. 
6 Murdiana, op.cit.,hlm. 4. 
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kehendaknya untuk berhenti dan tidak dapat mengakui bahwa perbuatannya 

melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. 

Di sisi lain, hukum pidana Islam menyatakan bahwa kapasitas tanggung 

jawab pidana yang harus dimiliki jika seseorang mampu bertanggung jawab, 

yaitu; 1). Suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang atas inisiatifnya sendiri. Di 

sini pelaku memiliki dua alternatif, yaitu tidak melakukan dan/atau melakukan 

tindak pidana; 2). Pelaku tindak pidana memahami akibat hukum dari 

perbuatannya; dan 3). Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan 

melakukan perbuatan yang dilarang. 7 

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban kejahatan(al-

masūliyyah al-jināiyyah) berdefinisikan merupakan pembebanan seorang atas aksi 

perlawanan hukum. Pertanggungjawaban kejahatan dalam hukum kejahatan Islam 

bisa ditegakkan atas dasar 3 persyaratan, ialah; 1) terdapatnya aksi yang tidak 

dibolehkan; 2) dicoba sendiri; serta 3) pelaku mengenali  konsekuensi hukum dari 

tindakannya.8 Karena persyaratan ini, siapa pun yang berakal, dewasa, dan 

berkehendak bebas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika semua unsur 

ini tidak terkabul, berarti tidak layak memohon pertanggungjawaban kejahatan 

seseorang.9 Karena itu, pada hukum kejahatan Islam pertanggungjawaban 

kejahatan, hubungan antara pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana 

 
7.Djazuli, Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam, Edisi 

Revisi, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 165. 
8A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 

173. 
9Ahmad Bahiej, dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, Pokja Akademik UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 158. 
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ditentukan oleh unsur niat pelakunya sebagai salah satu asas dalam menentukan 

pertanggungjawaban pidana.10  

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa ketika menentukan 

pertanggungjawaban pidana, di dalam hukum pidana Islam tidak hanya melihat 

kejahatannya, tetapi juga niat pelakunya. Hal ini dikarenakan niat seseorang 

sangat penting dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pada hukum 

kejahatan Islam pertanggungjawaban pidana tindakan perlawanan hukum. 

Tanggung jawab kejahatan bisa terhapuskan sebab kondisi yang berhubungan 

terhadap kondisi pembuat itu sendiri ataupun kondisi yang berhubungan terhadap 

kondisi pembuat itu sendiri. Dalam kasus pertama tindakan yang dilakukan secara 

hukum diperbolehkan (tidak dilarang), dalam kasus kedua tindakan itu dilarang 

tetapi tidak dapat dihukum.11 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana 

Islam menekankan pada kemampuan untuk memikul tanggung jawab pidana 

dalam hal dilakukannya kejahatan dengan sengaja atau sukarela dan pemahaman 

tentang akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian dapat ditegaskan 

bahwa dalam hukum pidana Islam orang yang bisa dimintakan bentuk tanggung 

jawab atas perbuatan kejahatan tersebut adalah orang yang dewasa, berakal, dan 

atas kemauannya sendiri. Hukuman yang dimaksudkan adalah penderitaan yang 

 
10Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqih Jinayah, Aksara Baru, Bandung, 

2004, hlm. 69. 
11Syafrinaldi, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan 

Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Dalam Jurnal Hukum Islam, Volume. 

VI. Nomor. 4, Desember, Tahun 2006, hlm. 415. 
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disengaja dari seseorang yang melakukan atau telah memenuhi persyaratan untuk 

melakukan kejahatan tertentu.12  

Pemidanaan pelaku tindak pidana harus melalui proses peradilan dan 

apabila terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum dan korban bersalah 

menurut hukum, maka pelaku akan dipidana berupa pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum atas perbuatan yang telah 

dilakukannya.13 

Berkaitan dengan alasan penghapusan pidana dalam KUHP dan Hukum 

Pidana Islam, terdapat sebagian ketentuan yang menata apakah seorang 

melaksanakan perbuatan kejahatan tersebut agar tidak dipidana. Risalah 

penjelasan KUHP Belanda (Memorie van Toelichting/MvT) menyebutkan bahwa 

apa yang disebut alasan seseorang tidak dapat dipidana karena dua alasan, ialah; 

“alibi tidak bisa dikenai pertanggungjawabkan seorang yang terdapat dalam diri 

orang itu(inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid), serta alibi tidak bisa 

dipertanggungjawabkannya seorang yang terdapat di luar individu itu(uit wendige 

oorzaken van ontoerekenbaarheid)”..14 

Pada aspek alibi tidak bisa dikenai bentuk tanggung jawab seorang yang 

terdapat dalam diri individu merupakan “disebabkan pertumbuhan jiwa yang tidak 

sempurna atau terganggu karena sakit” (Pasal 44) atau dengan alasan masih 

 
12Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, 

hlm. 15. 
13Andri Winjaya Laksana, “Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some 

Countries”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume V Nomor 2, April-Agustus, Tahun 2018, hlm. 

217. 
14Marcus Priyo Gunarto, "Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan 

Gugurnya Menjalani Pidana". Makalah, dikutip dari https://pdfcoffee.com/alasan-penghapus-

pidana-4-pdf-free.htmlhal, 07 Oktober 2021, pukul. 20.02 WIB, hlm. 1 
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dibawah umur. Akan tetapi, alasan mengapa seseorang di luar orang tersebut tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban adalah karena keadaan-keadaan yang 

disebutkan dalam Pasal 48 sampai dengan 51, yaitu “daya paksa, pembelaan 

terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah 

jabatan”.15 

Sedangkan alasan hukum pidana penghapusan tindak pidana dapat 

diklasifikasikan jadi 2 tipe, ialah; alibi penghapus perbuatan kejahatan dengan 

cara biasa serta alibi penghapusan perbuatan kejahatan dengan cara khusus. Alibi 

penghapus perbuatan kejahatan dengan cara biasa merupakan alibi pembatalan 

sesuatu perbuatan kejahatan, yang legal untuk tiap perbuatan kejahatan pada 

umumnya menurut pengertian Pasal 44, 48 sampai 51 KUHP. Alibi menghapus 

sesuatu perbuatan pidana dengan cara khusus merupakan alibi yang cuma 

diberlakukan bagi delik khusus saja, semacam Pasal 166 KUHP, Pasal 221 (2) dan 

Pasal 310 (3). Pasal 166 KUHP menata yakni; 

“Ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku pada orang 

yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dan 

seterusnya...berarti pasal ini mengecualikan keadaan sebagaimana ditentukan 

Pasal 164 (mengetahui ada permufakatan jahat) dan Pasal 165 (mengetahui 

ada niat melakukan perbuatan 104, 106-108, dan seterusnya). Ketentuan Pasal 

221 ayat 2, yaitu perbuatan menyimpan orang melakukan kejahatan...Disini 

tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan terhadap istri, suami, 

dan orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah. Pasal 310 ayat (3) 

yang menentukan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran 

tertulis, bila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena 

terpaksa untuk membela diri”. 16 
 

Terjadi perbedaan alasan penghapus pidana pelaku kejahatan disebabkan 

oleh sifatnya, yaitu alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dan alasan 

 
15 Soedarto, op.cit., hlm. 138. 
16Marcus Priyo Gunarto, op.cit.,hlm. 2. 
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pengampunan (schulduitsluitingsgronden). Dalam pandangan Sudarto pembedaan 

ini selaras terhadap diferensiasi antara bisa dipidananya aksi serta bisa 

dipidananya pembuat. Bagi Gunarto, alibi pembenar bisa menimbulkan 

penghapusan karakter perlawanan ketetapannya aksi, walaupun aksi ini sudah 

penuhi kesimpulan delik. Karena itu, sifat perlawanan ketetapan aksi dihapuskan, 

sehingga si pembuat tidak bisa dikenai pemidanaan. Jika tidak terdapat faktor 

perlawanan hukum maka tidak bisa jadi terdapat pemidanaan, semacam pasal 49 

ayat 1, pasal 50 (melakukan aturan UU serta pasal 51 ayat 1 (melakukan perintah 

kedudukan). 17 

Begitu juga, alibi toleran yang berhubungan terhadap individu si 

pembuat, terkait maksud si pembuat tidak bisa dicela. Maksudnya, si pembuat 

tidak bisa disalahkan, ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun 

tindakannya mempunyai sifat perlawanan hukum. Dari sini ada pandangan 

terdapat alibi yang menghapuskan kekeliruan si pembuat, alhasil tidak bisa jadi 

terdapat pemidanaan. Alibi toleran yang ada dalam KUHP Pasal 44(tidak sanggup 

mengemban tanggung jawab), Pasal 49 ayat 2(noodweer exces), Pasal 51 ayat 

2(bermaksud baik melakukan perintah kedudukan yang tidak legal). Ada pula hal 

Pasal 48(daya menuntut) terdapat 2 kemungkinan, bisa ialah alibi pembenar serta 

bisa juga ialah alibi toleran. 18 

Menurut van Hamel yang dikutip oleh Bambang Purnomo menjelaskan 

bahwa alasan penghapusan pidana dapat dibedakan antara alasan penghapus 

karena sifat melawan hukum (rechtvaardigingsgronden) dan alasan penghapus 

 
17Marcus Priyo Gunarto, loc.cit.,hlm. 2 
18Ibid., hlm. 2 
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sifat dapat dipidana (strafwaardigheiduitsluiten). Namun klasifikasi ini tidak 

banyak dianut oleh para pakar hukum.19 Para ahli hukum pidana sebagian besar 

menjajaki opini VOS, yang memberi perbedaan diantara alibi pembenar 

(rechtsvaardigingsgronden) dan alasan atau alibi pemaaf 

(schulduitsluitingsgronden).20 

Berkaitan dengan penghapus pidana, Marcus Priyo Gunarto mengatakan 

bahwa alasan penghapus pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama, 

tidak bisa bertanggung jawab (Pasal 44); kedua, daya paksa (pasal 48); ketiga, 

keadaan darurat atau noodtoestand (pasal 48); ketiga, pelampauan batas 

pembelaan darurat (pasal 49 ayat 2); keempat, menjalankan peraturan undang-

undang (pasal 50); dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2).21 

Atas dasar pemikiran inilah butuh dikajinya lebih dalam terkait alasan 

atau alibi penghapus pidana dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Karena itu, 

penelitian ini berjudul Perbandingan Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP 

dan Hukum Pidana Islam. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut; 

1. Bagaimana persamaan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum 

pidana Islam? 

 
19Bambang Purnomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.  193 
20Marcus Priyo Gunarto, loc.cit.,hlm. 2 
21Ibid., hlm.. 3-13. 
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2. Bagaimana perbedaan alasan penghapus pidana dalam KUHP dan hukum 

pidana Islam? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut; 

1. Untuk menjelaskan pertemuan alibi penghapus pidana pada KUHP serta 

hukum pemidanaan Islam. 

2. Untuk menjelaskan perbandingan alibi penghapus pidana pada KUHP 

serta hukum pemidanaan Islam. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam 

rangka membangun hukum pidana Indonesia.  

Selanjutnya, secara praktis penelitian ini ialah kontribusi pandangan pada 

wujud karya tulis keilmiahan, alhasil diinginkan bisa membagikan partisipasi 

pandangan guna nenambah wawasan mengenai kajian hukum pidana, baik KUHP 

maupun hukum pidana Islam yang diharapkan bermanfaat bagi kalangan 

akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat di Sumatera Selatan dan 

khususnya kota Palembang.  
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D.  Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini tulisan mengenai alibi penghapus pemidanaan pada KUHP 

serta hukum pemidanaan Islam telah dibahas oleh beberapa penulis, di antaranya; 

Zainuddin Ali,22 yang mengkaji mengenai hukum pidana Islam secara umum dan 

luas serta juga membandingkan diantara hukum kepidanaan Islam terhadap 

hukum kepidanaan biasa. Namun di dalam buku tersebut tidak ada bab khusus 

yang membahas secara spesifik mengenai alasan penghapus pidana, baik menurut 

KHUP maupun hukum pidana Islam. 

Dalam karya A. Hanafi23 yang mengkaji mengenai beragam asas hukum 

pidana Islam. Pada buku ini fokus utamanya melakukan komparasi antara hukum 

positif serta hukum kepidanaan Islam dan ada bab khusus yang mengulas 

mengenai alasan penghapus pidana. Pembebasan hukuman yang berhubungan 

individu orang yang melaksanakan pemidanaan, bukanlah tindakannya tersebut . 

Sebab itu, pelaku terbebaskan atas ganjaran serta tindakannya tetap dilarang. 

Ahmad Bahiej dkk24 juga mengulas mengenai hukum pidana Islam dalam 

konteks masyarakat Indonesia. Namun di dalam buku itu tidak dengan mendetail 

menerangkan alasannya dihapuskan pemidanaan, tetapi dimasukkan dalam 

pembahasan pada bab lain.  

Budi Nugraha25 yang mengkaji kebijaksanaan perumusan Alibi 

penghapus pidana pada inovasi hukum Pidana pada negara Indonesia menjabarkan 

 
22Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 
23A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. 
24Ahmad Bahiej dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, Pokja Akademik UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006. 
25Budi Nugraha, “Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan 

Hukum Pidana di Indonesia”. Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 54. 
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kalau kebijaksanaan perumusan bagi inovasi hukum pidana pada negara Indonesia 

terfokus pada permasalahan alibi penghapus pidana. Selain itu, penulisan ini cuma 

mangulas mengenai kebijaksanaan alibi penghapus pidana dalam hukum posisif 

serta tidak mangulas mengenai hukum Islam. 

M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani26, dalam tulisannya 

menjelaskan bahwa alibi penghapusan hukuman pada hukum pidana positif atau 

hukum pidana Islam merupakan bila terdapat sesuatu situasi khusus dalam aksi 

pada diri si pelaku delik. Alibi penghapus hukuman pada hukum positif untuk jadi 

2 ialah alibi pembenar serta alibi toleran, namun dalam hukum Islam, alibi 

penghapus ganjaran dipecah jadi 2 bagian ialah hapusnya pertanggung balasan 

pidana serta penghapusan hukuman. 

Septa Candra27 menjelaskan bahwa terpisahnya delik serta bentuk 

tanggung jawab pidana menghasilkan sesuatu aturan yang lebih menyeluruh serta 

analitis untuk hukum pidana. Ada kesimpulan delik cumalah bermuatan actus reus 

sebagai faktor obyektif, sebaliknya mens rea merupakan faktor individual delik. 

Akibat dari pemikiran itu pula berakibat kepada rancangan pertanggungjawaban 

pidana.  

 
26M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana 

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka 

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Dalam Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 Nomor 2, 

September, Tahun  2020. 
27Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam 

Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". Dalam Jurnal Cita Hukum, Volume I Nomor 1, 

Juni, Tahun 2013. 
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Muhammad Helmi28 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa para 

pelaku tindak pidana harus diadili di sidang pengadilan. Di dalam KUHP 

berdasarkan putusan MK disebutkan bahwa daluwarsa peninjauan kembali hanya 

dapat dilakukan satu kali saja, dengan menitikberatkan pada limitasi waktu dalam 

pengajuan upaya hukum biasa. Namun hal ini justru akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Karena itu di dalam hukum pidana Islam, sebagian besar 

ulama sepakat, bahwa di dalam penuntutan dikenal istilah daluwarsa sebab di 

dalam hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada aspek kepastian dan 

keadilan hukum. Meniadakan daluwarsa dalam tindak pidana Islam adalah upaya 

pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif yang bertujuan 

terwujudnya keadilan. 

Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna29 dalam penelitiannya 

menggunakan pendekatan yuridis normatif berkesimpulan bahwa konsep 

permintaan maaf telah dikenal dalam hukum pidana Islam. Permintaan maaf, bisa 

melenyapkan delik. Alhasil nilai permintaan maaf pada hukum Islam pula bisa 

dipakai dalam hukum pidana. Pada hukum pidana nasional, rancangan permintaan 

maaf dengan cara sugestif tercantum pada proses perdamaian, yang 

memungkinkan untuk menyepakati pelanggaran tertentu, terutama yang termasuk 

dalam kategori pelanggaran ringan, seperti kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur dan pelanggaran ringan lainnya. 

 
28 Muhammad Helmi, “Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana Islam dan 

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Dalam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 

Volume  XV, Nomor 2, Desember 2016 
29 Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, “Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman 

Dalam Perkara Pidana”. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 26, Nomor 1, Januari 

2019 
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Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi30 dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif berkesimpulan bahwa tanggungjawab 

hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri yang 

mengakibatkan mati seseorang tidak dapat dipidana. Upaya membela diri 

termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweerexces) dan 

menjadi alasan pemaaf.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel. 1: 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

NO 
PENULIS, JUDUL, DAN 

TAHUN 
TEMUAN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Zainudin Ali, Hukum Pidana 

Islam, (2007) 

Buku ini mengkaji 

mengenai hukum 

kepidanaan Islam 

dengan cara biasa serta 

besar dan pula 

menyamakan diantara 

hukum kepidanaan 

Islam terhadap hukum 

kepidanaan biasa. 

Tetapi pada buku 

tersebut tidak ada bab 

khusus yang membahas 

secara spefisik 

mengenai alasan 

penghapus pidana, baik 

menurut KHUP 

maupun hukum pidana 

Islam 

Persamaan fokus 

kajian penelitian ini 

adalah sama-sama 

membahas hukum 

pidana Islam.    

Perbedaannya, buku ini 

tidak membahas secara 

spesifik tentang alasan 

menghapuskan pidana 

berdasarkan hukum 

pidana Islam serta 

KHUP 

2 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum 

Pidana Islam, (1976) 

Buku ini mengkaji 

mengenai asas-asas 

hukum pidana Islam. 

Di dalam buku ini 

fokus utamanya 

melakukan komparasi 

antara hukum positif 

dan hukum pidana 

Islam serta terdapat 

bab khusus yang 

mengulas mengenai 

Buku ini memiliki 

persamaan dengan 

penelitian di mana 

keduanya 

membahas alasan 

penghapus pidana 

berdasarkan KUHP 

dan hukum pidana 

Islam 

Buku sedikit berbeda 

dengan penelitian ini, 

di mana dalam buku ini 

hanya dijelaskan 

pembebasan hukuman 

yang berhubungan 

individu orang yang 

melaksanakan pidana, 

bukankan tindakannya 

tersebut. Sedangkan 

dalam penelitian 

 
30 Erwin Sitompul, Bruce Anzward, dan Galuh Praharafi, “Legal Liability Against Victims 

of Self-Defense Resulting In Death of Criminal Theft Wiyh Violence”, Dalam Jurnal Lex 

Suprema, Volume 2 Nomor II, Maret 2020 



14 
 

alasan penghapus 

pidana. Pembebasan 

hukuman yang 

berhubungan pribadi 

orang yang 

melaksanakan pidana, 

bukanlah dengan 

tindakannya tersebut. 

Sebab itu, pelaku 

terbebaskan atas 

hukuman serta 

tindakannya tetap 

dilarang 

hendak menjelaskan 

persamaan dan 

perbedaaan alibi 

penghapus pidana, baik 

bersumber pada hukum 

pidana Islam ataupun 

KUHP. 

3 Ahmad Bahiej dkk., 

Pemikiran Hukum Pidana 

Islam Kontemporer, (2006) 

Buku ini mengulas 

mengenai hukum 

pidana Islam dalam 

konteks masyarakat 

Indonesia. Namun di 

dalam buku itu tidak 

dengan cara perinci 

mangulas alibi 

penghapus pidana, 

tetapi dimasukkan 

dalam pembahasan 

pada bab lain 

Persamaan dengan 

penelitian ini adalah 

membahas tentang 

hukum pidana 

Islam.  

Perbedaanya, buku ini 

hanya membahas 

hukum pidana Islam 

dlama masyarakat 

Indonesia kontemporer 

dan tidak secara 

spesifik membahas 

alasan penghapus 

pidana, baik dari aspek 

pidana Islam ataupun 

KUHP 

 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu tersebut bisa 

dijelaskan kalau kalau riset ini tidaklah jiplakan dari riset lebih dahulu. Karena 

pada riset sebelumnya hanya fokus pada alasan penghapus pidana saja, baik dalam 

kaitannya dengan pidana Islam atau KUHP. Sedangkan penelitian ini lebih 

spesifik pada komparasi alasan penghapus pidana pada KUHP serta hukum pidana 

Islam. Hanya satu artikel penelitian yang ditulis M. Maulana Firdaus dan Ira Alia 

Maerani yang membandingkan KUHP dan hukum pidana Islam berkaitan dengan 

alasan penghapus pidana. Tetapi, artikel tersebut masih bersifat parsial dan tidak 

utuh mengkaji fokus masalahnya. 
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E.  Kerangka Teori 

Teori yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dipakai 

Gorge P. Fletcher dari University of California yang mengatakan bahwa terdapat 

tiga teori terkait dengan alasan penghapusan pidana.31 Pertama, pointless 

punishment theory. Teori ini menjelaskan bahwa tidak terdapat manfaatnya 

menjatuhkan hukum pidana kepada orang gila ataupun orang bergangguan 

psikologis.   

Kedua, lesser evils theory atau sering juga disebut dengan teori 

pembenar. Di dalam teori ini sesuatu aksi bisa diasumsikan sebab 2 alibi, ialah; a). 

Sekalipun aksi itu ada pelanggaran hukum, tetapi aksi itu wajib dicoba guna 

kebutuhan yang lebih besar; b) Pelanggaran yang melanggar hukum ini adalah 

satu-satunya cara untuk dengan cepat serta mudah menjauhi ancaman yang akan 

tiba. Bila aksi itu dicoba untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih besar ataupun 

kebutuhan yang lebih bagus ataupun lebih profitabel, sehingga aksi yang melawan 

bisa dibenarkan.32 

Ketiga, necessary defense theory atau disebut juga dengan teori 

pembelaan. Dalam teori pembelaan ini, tandas Fletcher, diperlukan juga self 

defense theory (teori pembelaan diri). Dalam teori pembelaaan diri, menurut 

Fletcher, terdapat empat hal, ialah;(a) tingkatan pemakaian daya yang diizinkan 

dalam suasana khusus. Maksudnya, serbuan yang diserahkan wajib berbanding 

lurus terhadap pertahanan yang dicoba, bila serangannya kokoh, maka 

 
31George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Oxford University Press, New York City, 

2017, hlm. 813-814. 
32M. Hamndan, Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus, Refika Aditama, 

Bandung, 2012, hlm. 65. 
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pertahanannya pula wajib kokoh;(b) kewajiban untuk menjauhi. Terkait perihal 

ini, bila bisa menjauhi serbuan, sehingga alternatif agar menjauhi wajib 

didapat;(c) hak pihak ketiga agar mengintervensi berarti ada kemungkinan bagi 

pihak ketiga untuk dapat menghentikan serangan; dan (d) memungkinkan 

melakukan perlawanan meskipun melanggar hukum agar terbebas dari serangan.33 

Dengan merujuk pada teori alasan penghapus pidana yang telah 

dijelaskan oleh Gorge P. Fletcher di atas, maka dapat ditegaskan bahwa suatu 

tindakan melanggar hukum terpidana musti bertanngungjawab terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah penggunaan 

hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Artinya, adanya pertanggungjawaban pidana disebabkan seseorang itu melakukan 

tindak pidana. Dalam kondisi normal tindak pidana ini dapat diterapkan. Namun, 

sebagaimana dikatakan Fletcher, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya, ketika 

orang terganggu kejiwaan atau mentalnya, alasan pembenar, dan pembelaan., 

maka alasan penghapus pidana dapat dibenarkan. Artinya, pertanggungjawaban 

pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.34  

Demikian pula di dalam hukum pidana Islam terdapat empat macam 

sebab yang dapat menghapuskan hukuman, yaitu;35 pertama, karena paksaan. 

Pemaksaan dalam pengertian KUHP disebut overmacht. Kedua, mabuk. Mabuk 

 
33Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)". Dalam Doktrina: Journal of Law, 

Volume 3, Nomor 2, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area,  Sumatera Utara, 

Oktober, Tahun 2020, hlm. 133-134. 
34Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4. 
35Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:  Fikih Jinayah, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2004, hlm.116. 
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termasuk dalam kelompok jarimah, yaitu meminum miras. Secara umum, mabuk 

akan mengakibatkan kehilangan akal sehat disebabkan meminum alkohol, khamr, 

atau sejenisnya. Semua ahli fiqih sepakat bahwa mabuk dapat merusak indera.36  

Ketiga, gila. Tanggung jawab pidana diletakkan pada seseorang yang 

mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak. Jika kedua 

faktor itu tidak ada pada seseorang, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Kemampuan berpikir seseorang mungkin tergannggu karena beberapa sifat 

bawaan atau gangguan eksternal lainnya. Orang yang telah mencapai kedewasaan 

telah matang dengan daya pikirnya disebabkan oleh penyakit  atau lainnya, 

sehingga tidak dibebani oleh hukum. Abdul Qadir 'Audah memberikan definisi 

"gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah".37 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).38 Di 

dalam penelitian kepustakaan, datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian 

ini lazimnya menggunakan data sekunder.39 Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada diperpustakaan. 

 

 

 
36Elfa Murdiana, op.cit., hlm. 14. 
37Ibid., hlm. 14 
38Penelitian kepustakaan (library research), yaitu; serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan  

penelitian. Lihat Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 

2004, hlm. 3. 
39Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, op.cit., hlm. 12. 
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2. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang “didasarkan 

kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada 

norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.40 Artinya, 

penelitian ini menitikberatkan dalam aturan yang diberlakukan beserta baham 

bacaan ataupun buku yang berkaitan terhadap permasalahan hukum alah hukum,41 

khususnya terkait alibi menghapus pidana berdasarkan UU Hukum Pidana dan 

hukum pidana Islam.  

Penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif42 komparatif,43 yakni 

berusaha menggambarkan dan membandingkan alibi atau alasannya menghapus 

pidana berdasarkan UU Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. 

Menurut Gutteridge, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki 

perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum yang 

bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan 

perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.44  

 

3. Sumber Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data 

yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak 

 
40Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1984, hlm 20. 
41Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994; Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, Metode 

Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. 
42M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89. 
43Ibid.,hlm. 158. 
44Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.132. 



19 
 

dianalisis dengan menggunakan statatistik, misalnya dalam bentuk bilangan atau 

angka. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang sifatnya 

mengikat berupa perundang-undangan yang terdapat al-Qur’an, Hadis dan 

KUHP.45 Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang sifatnya 

menjelaskan data primer yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang 

diperoleh dari literatur hukum, baik berupa huku, hasil penelitian, skripsi, jurnal, 

dan website selama berkaitan dengan permasalahan peneltiian. Selanjutnya, 

sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan 

petunjuk terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder, seperti 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara membaca dan 

menelaah literatur atau tulisan maupun dokumen yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini.  

 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik mengolah data pada riset ini memakai teknik mengolah data 

deduktif, ialah memasak data yang diterima dari sumber data pokok, inferior, serta 

tersier dilaksanakan analisis dari keadaan yang sifatnya biasa ke keadaan yang 

bertabiat khusus. Di dalam penelitia ini juga digunakan metode deskriptif 

 
45Ibid., hlm. 141. 
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komparatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan 

akurat kemudian melakukan perbandingan antara data-data.46 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam proses pembahasannya, maka skripsi ini 

akan diklasifikasikan dalam beberapa bab dengan menyebutkan pula sub-bab yang 

menjadi bagian dari bab sebelumnya sebagai kerangka sistematis sesuai dengan 

keperluan pembahasan yang dimaksudkan.  

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pada bab kedua membahas alasan penghapus pidana menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada bab ini berisi tentang pengertian 

hukum pidana, alasan penghapus pidana menurut KUHP, dasar hukum alasan 

penghapus pidana menurut KUHP, serta beragam jenis alibi penghapus hukuman 

pada KUHP. 

Bab ketiga mangulas alibi penghapus pidana bagi hukum pidana Islam. 

Dalam bagian ini bermuatan mengenai penafsiran serta dasar hukum pidana Islam, 

alibi penghapus pidana bagi hukum pidana Islam, landasan hukum alibi 

penghpaus kepidanaan bagi hukum pidana Islam, serta beragam jenis alibi 

penghapus hukuman pada hukum kepidanaan Islam. 

Bab keempat merupakan analisis komparatif alibi penghapusan 

pemidanaan bagi KUHP serta hukum pidana Islam, meliputi pembahasan 

 
46Zaenudin Ali, Metodde Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10. 
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persamaan dan perbedaan mengenai alasannya penghapus pemidanaan pada 

KUHP serta hukum pemidanaan Islam. 

Bab kelima yakni penutup, pada bagian berikut menjelaskan 

kesimpulannya beserta saran. 
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